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PEDOMAN POLA MUTASI JABATAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk lebih meningkatkan objektivitas,
transparansi, perencanaan karier, dan motivasi kerja
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Sosial,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang
Pedoman Pola Mutasi Jabatan Karier Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial Republik
Indonesia;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);

2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3547);
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Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2002 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4193);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang  Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu ll;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
Eselon | Kementerian Negara yang telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 92 Tahun 2011;
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10 Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN
POLA MUTASI JABATAN KARIER PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Sosial yang
selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pola mutasi adalah sistem pemindahan Pegawai dalam Jabatan Karier
yang dilakukan secara terencana dengan memperhatikan persyaratan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
kebutuhan organisasi.

3. Mutasi adalah pemindahan Pegawai dalam Jabatan Karier.

Jabatan Karier adalah jabatan struktural eselon I, eselon Il, eselon Ill,
eselon 1V, dan jabatan fungsional.

5. Peringkat Jabatan adalah pengelompokan tingkat jabatan
sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial.

6. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kementerian Sosial
yang selanjutnya disebut Baperjakat adalah badan yang mempunyai
tugas antara lain memberikan pertimbangan kepada Menteri Sosial
mengenai pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dalam dan dari
jabatan struktural eselon II, eselon I, dan eselon IV.

7. Menteri Sosial adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian
Sosial.

Pasal 2

Pedoman pola mutasi jabatan karier bagi Pegawai di lingkungan
Kementerian Sosial dimaksudkan sebagai acuan bagi unit eselon | dalam
menyusun pola mutasi di lingkungan unit kerja eselon I masing-masing.


http://www.djpp.depkumham.go.id

